
 

PERATURAN BUPATI

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
Menimbang  :  a.  bahwa sehubungan dengan hasil kajian Konsultan 

Appraisal
beralamat di Jl.
Blok H
maka besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud
Bupati tentang
Bupati Pamekasan Nomor 10
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan

 
Mengingat  :  1.  Undang

Pembentukan Daerah
Lingkungan
Republik Indonesia
Lembaran Negara
sebagaimana telah diubah
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Indonesia Tahun 
Negara Republik Indonesia Nomor

  2. Undang
Keuangan
Tahun 
Republik Indonesia

  3. Undang
Pembentukan Peraturan Perundang
(Lembaran
Nomor 82,
Indonesia Nomor

 
 

 

 

 

 
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 

NOMOR 78 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PAMEKASAN, 

bahwa sehubungan dengan hasil kajian Konsultan 
Appraisal KJPP Guntur, Eki, Andri dan Rekan yang 
beralamat di Jl. Ngagel Jaya Selatan Komplek Ruko MRI 
Blok H-23 Surabaya pada tanggal 27 November 2015
maka besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota DPRD perlu disesuaikan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, 

agaimana telah diubah dengan Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2
Pembentukan Peraturan Perundang

mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 

NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

 

bahwa sehubungan dengan hasil kajian Konsultan 
KJPP Guntur, Eki, Andri dan Rekan yang 

Ngagel Jaya Selatan Komplek Ruko MRI 
pada tanggal 27 November 2015, 

maka besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Atas Peraturan 
Tahun 2014 tentang 

Anggota DPRD; 

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
daerah Kabupaten Dalam 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Republik Indonesia Nomor 91, 

dengan Undang-Undang 
Negara Republik 

Tambahan Lembaran 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Republik Indonesia 

bahan Lembaran Negara 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
aran Negara Republik 



 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4540); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
4 Tahun 2015; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran 
Daera}r Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 
Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 



 

  14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2014 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2015 
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 
Nomor 38); 

 
Memperhatikan  :  Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 

900/588/432.200/2016 tanggal 7 Desember 2016 
perihal Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Kenaikan 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG 
PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DPRD. 

 
Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 
2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 8), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 38), untuk kedua 
kalinya diubah berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
Besarnya tunjangan perumahan bagi masing-masing Pimpinan dan Anggota 
DPRD setiap bulan ditetapkan sebagai berikut : 
a.  Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 
b.  Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus 

ribu rupiah); dan 
c.  Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pamekasan. 
 

 
Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal  30 Desember 2016                  
 

BUPATI PAMEKASAN, 
 

                       ttd 

 

ACHMAD SYAFII 
Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal  30 Desember 2016 
 

  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN, 
 
          ttd 
 
             A L W I 
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